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Abstrak  
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan 
pendidikan gratis di SMP Negeri 2 Kartasura Tahun Ajaran 2016/2017, meliputi 
implementasi, kendala, serta solusi. Penelitian ini menggunakan penelitian 
kualitatif, dengan studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan 
observasi, wawancara, dokumentasi. Uji keabsahan data dengan triangulasi 
sumber data dan teknik pengumpulan data. Instrumen pengolahan data 
menggunakan teknik analisis interaktif melalui pengumpulan data, reduksi data, 
penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan 
bahwa impelentasi kebijakan pendidikan gratis di SMP Negeri 2 Kartasura Tahun 
Ajaran 2016/2017 sesuai dengan Perda Nomor 8 Tahun 2010 tentang 
Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Sukoharjo telah terlaksana dengan 
baik. Hal ini terbukti dengan pemenuhan yang menjadi indikator kebijakan 
pendidikan gratis dimana di SMP Negeri 2 Kartasura Tahun Ajaran 2016/2017 
tidak memungut biaya pembangunan, biaya ujian dan biaya SPP. Pelaksanaan 
pendidikan gratis di SMP Negeri 2 Kartasura Tahun Ajaran 2016/2017 tidak 
terlepas dari kendala-kendala, antara lain: kerumitan dalam penyusunan laporan 
pertanggungjawaban, keterlambatan pencairan dana, penurunan pelayanan 
pendidikan, serta anggapan masyarakat dengan adanya kebijakan pendidikan 
gratis adalah gratis sepenuhnya. Upaya yang dilakukan pihak sekolah dalam 
mengatasi kendala-kendala, antara lain: mengadakan koordinasi dan konsultasi 
dengan pengawas, pihak sekolah harus pintar-pintar mengalokasikan dana, 
sekolahan harus mencari dana yaitu dengan mengajukan proposal serta 
memberikan penjelasan tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan gratis kepada 
masyarakat atau orang tua murid. 
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Abstract 
This study aims to describe the implementation of free education policy in 
SMP Negeri 2 Kartasura School Year 2016/2017, covering implementation, 
constraints, and solutions. This research uses qualitative research, with case 
study. Technique of data collecting done by observation, interview, 
documentation. Test the validity of data with triangulation of data sources and 
data collection techniques. Data processing instruments use interactive analysis 
techniques through data collection, data reduction, data presentation and 
conclusion. The results of this study indicate that the impelentation of free 
education policy in SMP Negeri 2 Kartasura School Year 2016/2017 in 
accordance with Local Regulation No. 8 of 2010 on the Implementation of 
Education in Sukoharjo District has been done well. This is evidenced by the 
fulfillment of an indicator of free education policy where in SMP Negeri 2 
Kartasura School Year 2016/2017 does not charge development fees,exam fees 
and fees SPP. Implementation of gratsi education in SMP Negeri 2 Kartasura 
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School Year 2016/2017 can not be separated from obstacles, among others: 
complexity in the preparation of accountability report, delay in fund 
disbursement, decrease of education service, and public opinion with existence of 
free education policy is completely free. Efforts made by the school in overcoming 
obstacles, among others: coordination and consultation with supervisors, the 
school should be smart to allocate funds, schools should find the fund is by 
submitting a proposal and provide an explanation of the implementation of free 
education policy to the community or people old student.   
 
Keywords: implementation, policy, free education 
 
1. PENDAHULUAN 
Noor Syam yang dikutip oleh Danim (2010:4) mendefinisikan pendidikan 
sebagai aktivitas dan usaha manusia untuk meningkatkan kepribadiannya dengan 
jalan membina potensi-potensi prbadinya, yaitu rohani (pikir, karsa, rasa, cipta 
dan budi nurani) dan jasmani (panca indra serta keterampilan-keterampilan). 
Menurut UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem PendidikanNasional Bab I 
Pasal I (Danim, 2010:4), menyatakan; 
Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 
bela-jar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 
keagamaan, pengendalian diri,kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 
ketrampilan yang diperlukandirinya, masyarakat, bangsa dan negara. 
 
Pendidikan di Indonesia secara konstitusional telah dirumuskan dalam 
pembukaan UUD 1945, dengan pokok kalimat utama “mencerdaskan kehidupan 
bangsa”. Konsep pendidikan nasional dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 
tentang Sistem Pendidikan Nasional dengan tegas dinyatakan bahwa: 
Pendidikan nasional bertujuan mengembangkan kemampuan dan 
membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 
mencerdaskan kehidupan bangsa, untuk berkembangnya potensi perserta 
didik agar menjadi manusia beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang 
Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan 
menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggungjawab”. 
 
Menurut Sofyan Amri (2013:68), salah satu upaya pemerataan pendidikan 
di Indonesia adalah program wajib belajar 9 (Wajar) tahun yakni Sekolah Dasar 
(SD) 6 tahun dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) selama 3 tahun. 
Kebijakan ini disebut sebagai upaya menerapkan pendidikan minimal yang harus 
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dimiliki oleh seluruh bangsa Indonesia yang erat kaitannya dengan gerakan melek 
huruf dan masyarakat belajar 
Salah satu usaha untuk melaksanakan perbaikan dalam bidang 
pendidikantersebut adalah dengan pelaksanaan kebijakan sekolah gratis oleh 
pemerintah kabupaten berdasarkan otonomi daerah yang berlaku saat ini. 
Pencanangan program tersebut patut diacungi jempol. Kendati penuh dengan 
sorotan tajam, namun ini merupakan langkah berani di tengah sulitnya biaya 
pendidikan diberbagai daerah. Usaha Pemerintah kabupaten setempat dalam 
melaksanakan program ini adalah dengan menggratiskan biaya pendidikan bagi 
seluruh siswa dari jenjang sekolah dasar sampai jenjang sekolah menengah. 
Menyediakan pendidikan murah dan mudah bagi rakyat yang berarti pendidikan 
harus diselenggarakanuntuk rakyat yang harus mudah diikuti atau dijangkau untuk 
semua rakyat. 
Salah satu kabupaten yang telah berhasil melaksanakan kebijakan tersebut 
adalah Kabupaten Sukoharjo. Pelaksanaan kebijakan pendidikan gratis ini di 
lakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo yang berpedoman pada 
Surat Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 912/449.a/2007 tanggal 5 Januari 2007 
tentang ”Pemberian biaya operasional sekolah kepada SD, SMP, SMA dan SMK 
di jajaran Pemerintah Kabupaten Sukoharjo” yang di umumkan oleh Bupati 
Sukoharjo Bambang Riyanto, SH., dan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo 
Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan. 
Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan 
penelitianmengenai pelaksanaan program sekolah gratis dengan judul : 
“Implementasi KebijakanPendidikan Gratis di SMP Negeri 2 Kartasura Tahun 
Ajaran 2016/2017”. 
Hasil penelitian dari Yuliana (2008) yang berjudul “Evaluasi Pelaksanaan 
Kebijakan Pendidikan Gratis Pada Jenjang Sekolah Menengah di Kabupaten 
Sukoharjo” menunjukkan bahwa  proses pelaksanaan kebijakan pendidikan gratis 
pada jenjang Sekolah Menengah di Kabupaten Sukoharjo ditinjau dari sumber 
daya, komunikasi, disposisi, dan struktur birokrasi. Indikator sumber daya dan 
komunikasi masih rendah, sumber daya anggaran kepada sekolah hanya mampu 
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mencukupi kegiatan akademis dan kurangnya kejelasan informasi mengenai 
pengertian pendidikan gratis kepada masyarakat.  Sedangkan indikator disposisi 
dan struktur birokrasi sejauh ini tidak ada masalah, implementor dan sasaran 
kebijakan memiliki komitmen yang jelas yang didukung dengan adanya 
kerjasama dan koordinasi yang jelas antara pemerintah, implementor, dan sekolah.  
Hasil penelitian Dahlan (2009)  yang berjudul “Kebijakan Pendidikan Gratis di 
Tingkat Regional: Konsep dan Pelaksanaan di Kabupaten Rembang” menunjukkan 
bahwa penyusunan kebijakan pendidikan gratis proses konsultasi terhadap 
stakeholders pendidikan di Kabupaten Rembang tidak dilakukan dengan 
maksimal. Akibatnya adalah proses implementasi kebijakan pendidikan gratis 
mengalami berbagai kendala.  
Hasil penelitian Gillborn (2007) yang berjudul “Education policy as an act 
of white supremacy: whiteness, critical race theory and education 
reform”menyajikan analisis empiris kebijakan pendidikan di Inggris yang 
diinformasikan oleh perkembangan terakhir dalam teori kritis AS. Hasil penelitian 
ini menunjukan bahwa bentuk paling berbahaya dari 'supremasi kulit putih' 
bukanlah sikap fasis yang jelas dan ekstrem dari kelompok neo-nazi kecil, 
melainkan hak istimewa rutin yang dianggap biasa untuk keluarga. Kepentingan 
yang tidak lagi masuk dalam arus utama kebijakan politik.  
Rumusan masalah dalam penelitian initerdiri dari 3 macam yaitu: 
Bagaimana implementasi kebijakan pendidikan gratis di SMP Negeri 2 Kartasura 
dengan Perda Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan. 
Kendala-kendala apa yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan 
gratis SMP Negeri 2 Kartasura Tahun Ajaran 2016/2017. Upaya yang dilakukan 
dalam menghadapi kendala-kendala pelaksanaan kebijakan pendidikan gratis di 
SMP Negeri 2 Kartasura.  
Rumusan tujuan penelitian yaitu, untuk mendeskripsikan bagaimana 
implementasi kebijakan pendidikan gratis di SMP Negeri 2 Kartasura Tahun 
Ajaran 2016/2017 dengan Perda Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan 
Pendidikan, untuk mendeskripsikan kendala-kendala yang dihadapi dalam 
pelaksanaan kebijakan pendidikan gratis di SMP Negeri 2 Kartasura Tahun 
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Ajaran 2016/2017, untuk mendeskripsikan upaya yang dilakukan dalam 
menghadapi kendala-kendala pelaksanaan kebijakan pendidikan gratis di SMP 
Negeri 2 Kartasura Tahun Ajaran 2016/2017.  
2. METODE PENELITIAN 
Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yaitu penelitian tentang 
data yang dikumpulkan dan dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, skema, dan 
gambar dengan tujuan siap melakukan penelitian yang selanjutnya terjun ke 
lapangan. Mendapatkan informasi selengkap mungkin mengenai data yang 
diinginkan. Desain penelitian mencakup berbagai hal yang dilakukan peneliti, 
mulai dari identifikasi masalah, rumusan hipotesis, operasionalisasi hipotesis, cara 
pengumpulan data, hingga analisis data. Menurut Afrizal (2016: 13) penelitian 
kualitatif adalah sebagai metode penelitian ilmu-ilmu sosial yang mengumpulkan 
dan menganalisis data berupa kata-kata (lisan maupun tulisan) dan perbuatan 
perbuatan manusia serta peneliti tidak berusaha menghitung atau 
mengkuantifikasikan data kualitatif yang telah diperoleh dan dengan demikian 
tidak menganalisis angka-angka. Tempat penelitian ini adalah di SMP Negeri 2 
Kartasura yang berada di Jl Jl. Achmad Yani 320, Pabelan , Kartasura, Kabupaten 
Sukoharjo, Jawa Tengah 57162. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini 
menggunakan wawancara tak berstruktur, dimana responden mendapatkan 
kebebasan dan kesempatan untuk mengeluarkan pikiran, pandangan, dan perasaan 
secara natural. Teknik pengumpulan data yang bisa digunakan dalam penelitian 
kualitatif meliputi observasi, wawancara (interview), serta teknik pengumpulan 
data dengan dokumen (Sugiyono, 2010:226-240). 
 
3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  
Penelitian ini dilaksanakan untuk mendiskripsikan mengenai implementasi 
kebijakan pendidikan gratsi di SMP Negeri 2 Kartasura. Data-data yang 
diperlukan untuk menganalisis permasalahan diperoleh melalui observasi dan 
wawancara pada pelaksanaan kebijakan pendidikan gratis di SMP Negeri 2 
Kartasura Tahun Ajaran 2016/2017. Hasil kajian dan analisis data dari berbagai 
sumber tersebut dipaparkan sebagai berikut.  
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3.1 Implementasi Kebijakan Pendidikan Gratis di SMP Negeri 2 Kartasura 
Tahun Ajaran 2016/2017 sesuai Perda Nomor 8 Tahun 2010 tentang 
Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Sukoharjo. Program 
Pendidikan Gratis ini merupakan langkah pemerintah Kabupaten 
Sukoharjo dalam mendukung program wajib belajar 9 tahun. Tingkat 
Sekolah Dasar  Negeri dan Sekolah Menengah PertamaNegeri 
seKabupaten Sukoharjo diharapkan mendudukung program wajib belajar 9 
tahun dari pemerintah. SMP Negeri 2 Kartasura ini telah lama 
melaksanakan program kebijakan pendidikan gratis dari Pemerintah 
Daerah. Hal ini dilakukan sebagai upaya mendukung program wajib 
belajar 9 tahun. Implemetasi kebijakan pendidikan gratis di SMP Negeri 2 
Kartasura Tahun Ajaran 2016/2017 dikatakan sudah terlaksana dengan 
baik karena sudah diukur berdasarkan tiga indikator yang telah dipaparkan 
pada kajian teori. 
3.2 Masih adanya kendala dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan gratis di 
SMP Negeri 2 Kartasura Tahun Ajaran 2016/2017, namun pihak sekolah 
sudah berupaya mencari solusi terkait kendala-kendala tersebut. Kendala 
yang dihadapi pihak sekolah dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah ini 
antara lain: kerumitan dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban, 
keterlambatan pencairan dana, penurunan pelayanan pendidikan, serta 
anggapan masyarakat dengan adanya kebijakan pendidikan gratis adalah 
gratis sepenuhnya. Upaya yang dilakukan pihak sekolah dalam mengatasi 
kendala-kendala, antara lain: mengadakan koordinasi dan konsultasi 
dengan pengawas, pihak sekolah harus pintar-pintar mengalokasikan dana, 
sekolahan harus mencari dana yaitu dengan mengajukan proposal serta 
memberikan penjelasan tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan gratis 
kepada masyarakat atau orang tua murid. 
4. PENUTUP 
Indikator ketercapaian kebijakan pendidikan gratis di SMP Negeri 2 
Kartasura Tahun Ajaran 2016/2017 sesuai Perda Nomor 8 Tahun 2010 Tentang 
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Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Sukoharjo telah tercapai. Adapun 
penjelasannya, sebagai berikut:  
4.1 Tidak Adanya Pungutan Bantuan Pembagunan. Tidak adanya biaya 
bantuan pembangunan dilaksanakan di SMP Negeri 2 Kartasura sejak 
tahun 2007. Bersamaan dengan pelaksaanaan kebijakan pendidikan gratis 
di SMP Negeri 2 Kartasura sendiri.. 
4.2 Tidak Adanya Pungutan Pembayaran Uang Ujian. Tidak adanya pungutan 
uang ujian dilaksanakan di SMP Negeri 2 Kartasura sejak tahun 2007. 
Bersamaan dengan pelaksaanaan kebijakan pendidikan gratis di SMP 
Negeri 2 Kartasura sendiri. Walaupun gratis, namun pihak sekolah 
diharapkan tidak mengesampingkan kelayakan dan mutu dari pendidikan. 
4.3 Tidak Adanya Pungutan Pembayaran SPP. Pihak SMP Negeri 2 Kartasura 
Tahun Ajaran 2016/2017  menggunakan dana yang sudah diterima 
tersebut untuk pembiayaan seluruh kegiatan dalam rangka penerimaan 
siswa baru, sumbangan pembiayaan pendidikan (SPP), pembelian buku 
teks pelajaran, biaya ulangan harian dan ujian, serta biaya perawatan 
operasional sekolah. Sedangkan biaya yang tidak menjadi prioritas sekolah 
dan memiliki biaya besar, seperti: studytour (karyawisata), studi banding, 
pembelian seragam bagi siswa dan guru untuk kepentingan pribadi (bukan 
inventaris sekolah), serta pembelian bahan atau peralatan yang tidak 
mendukung kegiatan sekolah, semuanya tidak ditanggung biaya BOS.  
Pelaksanaan kebijakan pendidikan gratis secara umum di SMP Negeri 2 
Kartasura Tahun Ajaran 2016/2017 sudah dapat berjalan dengan cukup baik, 
meskipun demikian masih ditemui beberapa kendala yang dihadapi dalam 
pelaksanaannya dan membutuhkan upaya untuk mengatasinya. Adapun beberapa 
kendala yang dihadapi pada waktu pelaksanaan kebijakan pendidikan gratis 
tersebut antara lain: a) kerumitan dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban, 
b) keterlambatan pencairan dana, c) penurunan pelayanan pendidikan, d) 




Berbagai masalah yang muncul menjadi kendala dalam pelaksanaan 
kebijakan pendidikan gratis di SMP Negeri 2 Kartasura Tahun Ajaran 2016/2017 
sehingga perlu dicari jalan keluarnya agar pelaksanaannya dapat berjalan sesuai 
dengan yang diharapkan sebelumnya yaitu sesuai dengan aturan yang dibuat oleh 
pemerintah dalam rangka mewujudkan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun 
yang bermutu. Adapun beberapa usaha atau upaya yang dilakukan untuk 
mengatasi kendala-kendala tersebut diantaranya: a) mengadakan koordinasi dan 
konsultasi dengan pengawas, b) pihak sekolah harus pintar-pintar mengalokasikan 
dana, c) sekolahan harus mencari dana yaitu dengan mengajukan proposal serta 
memberikan penjelasan tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan gratis kepada 
masyarakat atau orang tua murid. 
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